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BAB IV
PENUTUP

15. Simpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan pada bab-bab

sebelumnya dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut:

Pertama, bahwa metode penanaman budaya anti korupsi melalui

sektor pendidikan pada semua jenjang pendidikan mulai dari tingkat
sekolah dasar hingga perguruan tinggi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan di Indonesia dapat dilakukan:

a.

Pendidikan Dasar, dapat dilakukan melalui: metode demokrasi untuk
menanamkan nilai-nilai hidup secara benar dan jujur, metode pencarian
bersama untuk menemukan permasalahan, mengkritisi dan
mengolahnya, metode keteladanan untuk membentuk sikap memiliki
ketulusan dan keteguhan, metode Live In yang lebih menekankan
pengalaman langsung anak untuk dapat mengenal lingkungan hidup
yang berbeda sehingga tumbuh sikap toleran dan sosial yang lebih
tinggi.

Pendidikan Menengah, dapat dilakukan melalui: model pembelajaran
sosial reconstruction agar kooperatif dan kolaboratif, model pendidikan
antikorupsi yang menyeimbangkan keselarasan aspek kognitif, afektif
dan juga psikomotorik, pembelajaran tematik anti korupsi dapat lebih
efisien, metode pendidikan terintegrasi , melalui mata pelajaran atau
program ekstrakulikuler khusus dengan memasukkan karakter.
Pendidikan Tinggi, dapat dilakukan melalui: integrasi nilai dan etika,
internalisasi nilai positif, pembiasaan dan latihan, pemberian contoh
dan teladan, penciptaan suasana berkarakter di kampus.

Kedua, bahwa strategi kebijakan penanaman budaya anti korupsi

melalui sektor pendidikan agar dapat meningkatkan ketahanan nasional

dalam jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan

tinggi dapat dilakukan:

a.

Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah melalui: penyelenggaraan
manajemen berbasis sekolah, Strategi integrasi dalam mata pelajaran
dengan memasukkan konten lokal, partisipasi masyarakat.
Implementasi pendidikan antikorupsi di sekolah perlu melibatkan
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seluruh warga sekolah, orangtua peserta didik, komite sekolah, dan
tokoh masyarakat setempat dengan membuat komitmen bersama untuk
mendukung pelaksanaan pendidikan antikorupsi

b. Jenjang Pendidikan Tinggi melalui: orientasi pendidikan tinggi pada
budaya dan perilaku (karakter), pemahaman dan contoh praktek
korupsi dan konsekuensi yang akan diterima oleh para pelaku korupsi,
kepekaan terhadap praktek-praktek korupsi yang terjadi secara nyata,
mendidik perilaku anti korupsi sesuai ajaran-ajaran sosial dan
keagamaan, mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi dalam 8 (delapan)
bentuk kegiatan kampus merdeka-merdeka belajar pada program
magang bersertifikat maupun KKN di desa.

Ketiga, bahwa budaya anti korupsi mempunyai hubungan yang
sangat erat dengan persoalan ketahanan nasional, dimana masyarakat
yang cenderung berperilaku anti korupsi akan menyebabkan secara
signifikan berkurangnya tingkat perilaku korupsi atau angka korupsi.

Hubungan budaya anti korupsi yang dapat meningkatkan ketahanan
nasional antara lain dipengaruhi antara lain hal-hal sebagai berikut:
kesadaran masyarakat dan individu, kesadaran generasi muda akan dampak
negatif dari korupsi pada jangka panjang, praktek politik kekuasaan yang
dicapai dengan cara tanpa adanya praktek korupsi, praktek ekonomi yang
tidak KKN.

Adapun yang menghambat pemberantasan korupsi termasuk juga
pencegahan korupsi sehingga mempengaruhi kondisi ketanahanan nasional
dapat diklasifikasikan sebagai berikut: hambatan structural yang bersumber
dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan, hambatan
kultural yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di
masyarakat, hambatan Instrumental yang bersumber dari kurangnya
instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan,
hambatan manajemen, yang bersumber dari diabaikannya atau tidak
diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik sehingga penanganan

tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya.
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16. Rekomendasi
Adapun rekomendasi yang dapat diajukan meliputi:

a.

Perlunya Kebijakan Mendikbudristek sebagai implementasi pendidikan
karakter sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 87 Tahun 2017
tentang Penguatan Pendidikan Karakter kedalam kurikulum nasional
pada semua jenjang pendidikan;

Perlunya penyiapan rencana aksi nasional tentang nilai anti korupsi
sebagai implementasi Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang
Penguatan Pendidikan Karakter pada semua jenjang pendidikan
dengan koordinasi antara Kemendikbudristek dengan Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan pendidikan terkait penanaman
nilai-nilai anti korupsi oleh Kemendikbudristek dengan berkoordinasi
kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Jakarta, 26 Agustus 2021

Penulis,

Prof. Dr. Agus Surono., S.H., M.H.

Guru Besar limu Hukum
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